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IKHTISAR PUTUSAN 
 

PERKARA NOMOR 82/PUU-XIII/2015 
 

Tentang 
 

Uji Kompetensi Dokter 
 
 

Pemohon : Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pokok Perkara : Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6  sepanjang frasa “Uji 
Kompetensi”, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf m, 
Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), sepanjang frasa “Uji 
Kompetensi”, Pasal 21 ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat 
(5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat 
(1),  Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,  sepanjang frasa “Konsil Tenaga 
Kesehatan Indonesia”, Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 
39, Pasal 40 ayat (2) sepanjang kata “konsil”, Pasal 90 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 94 UU 36/2014 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H 
ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945). 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat;  

3. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

4. Menyatakan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5607) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

5. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5607) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 14 Desember 2016. 
Ikhtisar Putusan :  

 Bahwa para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum  privat, lembaga negara, 
dan perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan 
berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6  sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 11 
ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (14), Pasal 12, 
Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, 
Pasal 21 ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), Pasal 40 ayat (1),  Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,  sepanjang frasa “Konsil Tenaga 
Kesehatan Indonesia”, Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) 
sepanjang kata “konsil”, Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 94 UU 36/2014. 
Dari seluruh norma UU 36/2014 yang dimohonkan pengujian, sesungguhnya terdapat empat 
persoalan yang menjadi masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu 
(i) tenaga medis; (ii) uji kompetensi; (iii) pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; 
dan (iv) pembubaran Konsil Kedokteran Indonesia. 

 Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai 
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK, 
Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6  
sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 
11 ayat (2), Pasal 11 ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 21 ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), 
Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1),  Pasal 41, Pasal 42, Pasal 
43,  sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”, Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, 
Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) sepanjang kata “konsil”, Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3), serta Pasal 94 UU 36/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan 
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Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). 

 Mengenai legal standing para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 

Bahwa menurut para Pemohon norma yang mengatur tenaga medis (dokter dan 
dokter gigi) bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada mandat delegasi yang 
diberikan kepada UU 36/2014, sehingga pengaturan tenaga medis tersebut merupakan 
bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan pembentuk Undang-Undang karena melampaui 
mandat delegasi (over mandatory) yang merusak sistem praktik kedokteran yang sudah 
mengatur tenaga medis yang berbeda dengan tenaga kesehatan. Dengan adanya 
pembedaan tanggung jawab profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan maka dalam 
ketentuan umum mesti jelas mendefenisikan bahwa tenaga kesehatan tidak termasuk 
tenaga medis. Jika defenisi tenaga kesehatan masih belum mengecualikan tenaga medis 
maka terjadi kekacauan sistem hukum praktik kedokteran yang merusak penyelenggaraan 
praktik kedokteran, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik kedokteran 
yang pada akhirnya merugikan organisasi profesi karena menghilangkan lingkup objek dan 
subjek pengawasan praktik kedokteran yakni dokter dan dokter gigi.  

 Bahwa dalam menghadapi tuntutan perkembangan bidang kesehatan, rakyat 
mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak untuk hidup 
serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 
28A UUD 1945. Pelayanan kesehatan yang diatur oleh Pemerintah melalui pembentukan 
peraturan perundang-undangan tentunya harus mendasarkan kepada hak-hak warga negara 
dan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, 
khususnya dalam konteks  permohonan a quo, memajukan kesejahteraan umum (Alinea 
Keempat UUD 1945). Untuk mencapai tujuan dimaksud, menurut Mahkamah, profesi 
kedokteran sebagai profesi dalam pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah dokter dan 
dokter gigi, dalam menjalankan tugas profesinya memerlukan dasar hukum yang sesuai 
dengan hakikat yang sesungguhnya dari profesi kedokteran itu sendiri. Dokter dan dokter 
gigi merupakan profesi yang mempunyai kedudukan yang khusus terkait dengan tubuh dan 
nyawa manusia, sehingga secara mandiri dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi 
medis teknis dan intervensi bedah terhadap tubuh manusia yang tidak dimiliki oleh jenis 
tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan secara mandiri. 

 Bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan 
profesi dokter dan dokter gigi perlu dikawal untuk memastikan bahwa profesi dokter dan 
dokter gigi itu bermanfaat dan bermutu untuk masyarakat dengan membentuk suatu wadah 
yang sifatnya independen sesuai dengan hakikat dari profesi dokter dan dokter gigi. Konsil 
Kedokteran Indonesia sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanahkan oleh 
negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan 
memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan pada masyarakat merupakan 
suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bagi proses kerja dari Konsil Kedokteran 
Indonesia. Proses pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk mengadili pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh anggota profesi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI). Anggota MKDKI terdiri tidak hanya dari dokter dan dokter 
gigi tetapi juga sarjana hukum sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjamin keadilan 
dari keputusan yang dibuat oleh MKDKI. Oleh karenanya Konsil Kedokteran Indonesia harus 
berdiri sendiri, mandiri dan independen, yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan 
Indonesia.  

 Menurut Mahkamah, dokter dan dokter gigi adalah profesi mandiri yang 
pertimbangan maupun keputusannya salah satunya didasarkan kepada kepentingan pasien 
dan kepentingan public health. Apabila pertimbangan atau keputusan medik yang diambil 

3 

 



oleh dokter dan dokter gigi bercampur dengan pertimbangan lain yang non-medis yang 
terkait dengan kewenangannya maka dapat disebut sebagai pelanggaran etik. Oleh karena 
itu, kemandirian sangat penting karena menjadi dasar dalam profesionalitas dokter dan 
dokter gigi. Kemandirian dokter dan dokter gigi dalam mengambil keputusan tidaklah 
berbeda dengan kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan. Keduanya 
menjunjung tinggi hati nurani sebagai instrumen penting dalam mengambil keputusan. 
Menurut Mahkamah, dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya 
mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang 
diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh 
manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis 
terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat 
digolongkan sebagai tindakan yang tidak tepat dan berbahaya. Tenaga medis merupakan 
profesi dengan ciri yang spesifik filosofis dan sosial, khususnya tanggung jawabnya terhadap 
kemaslahatan manusia adalah berbasis keilmuan yang kuat dalam melakukan praktik medis 
secara mandiri yang bertanggung jawab secara langsung pada kehidupan manusia. Oleh 
karena itu, tenaga medis (dokter dan dokter gigi) adalah tenaga profesional yang berbeda 
dengan tenaga vokasi yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga 
medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi 
dan vokasi kesehatan lainnya maka pengaturan yang menyentuh substansi keprofesian 
kedokteran tidak dapat digabung atau disamaratakan dengan profesi lain. Kepastian hukum 
bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda 
dengan tenaga kesehatan lainnya.  

 Bahwa berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh negara dalam memberikan 
perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. 
Dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak melakukan pelayanan 
kesehatan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang 
berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Perangkat hukum 
yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan selama 
ini belum memadai karena masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan 
Pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang. Oleh karenanya untuk 
menjembatani kepentingan kedua belah pihak (profesi kedokteran dengan Pemerintah) serta 
untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan objektif dokter dan dokter gigi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang 
terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Konsil Kedokteran 
Indonesia merupakan suatu badan independen yang menjalankan fungsi regulator terkait 
dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik 
kedokteran. 

 Bahwa oleh karena dokter dan dokter gigi sebagai “tenaga medis” meskipun 
merupakan bagian dari tenaga kesehatan, tetapi karena kekhususannya dalam hal-hal 
tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terutama berkenaan dengan konsil 
kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) dimana hal itu telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, 
seharusnya sepanjang menyangkut konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji 
kompetensi dokter) tidak diatur dalam Undang-Undang a quo. 

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum dan Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon 
untuk sebagian.  
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